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BUPAT! GROBOGAN

PROVINS] JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DIXSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GROBOGAN,

bahwa scsuai ketentuan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah dan
Pemcrintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi
desa dan pembangunan kawasan perdesaan;

bahwa dalam rangka melaksanakan amanah sebagaimana
tersebut  pada huruf a, perlu memberikan pedoman
pengembangan sistemn informasi desa di Kabupaten Grobogan,
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bui::ati tentang Pengembangan Sistem [nformasi
Besa;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentiukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sisten
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 104, Tambalian
Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

indonesia Nomor- 4843]) scbagaimana telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Porubahan
Atas Undang-Undang WNomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 235, Tambabhan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik {Lembaran Negara  Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4866);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Megara Republik indonesta Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5493);

8. Undang-Undang Noemor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014
Noinor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tenitang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomaor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambzhan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Q. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 lentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor © Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentanyg
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Neomoer 43 Tahun 204
tentang Peraturan Pelaksanasn Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana



Menctapkan

Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belania
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 35558 scbagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubzhan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran rapa
Negara Republik Indonesta Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58564];

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN SISTEM

INFORMAS! DESA.

BAIZ [
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan !

I,
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Grobogan.

Bupati adalah Bupati Grobogan.

Pemerintah Dacrah adalah Bupati sebagal unsur penvelengrarasan
Pemerintxh Daetah yang memimpin  pelaksanaan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonorni.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dinas Pemberdayaan Masvarakat dan Desa yang selanjuinya
discbut Dispermades adaléh Perangkal Daerah vang mempunyai
tugas pokok fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa.

Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut
Diskominfo adalah Perangkat Daerah yang mempuntai tugas pokok
fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang komunikasi,
informatika, persandian dan statistik-

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya

disebut Dispendukcapil adalah Perangkat Dacrah yang mempunyai
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12.

13.

- 14,

15.

16.
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18.

tugas pokok fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Badan Perencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut
Bappeda adalah Perangkat Daerah yang mempunyal tugas pokeok
fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanazan
daerah, penelitian dan pengembangan.

Dinas Sosial adalah Perangkat Daerazh yang mempunyai fugas
pokok fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang sosial.
Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagal Perangkat Daerah
Kabupaten Grobogan.

Desa adaiah kesatuan masvarakat hukum vang memiliki balas
wilayah vang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepeniingan masyvarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional vang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesaluan
Repuhblik Indonesia;.

Pemnerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sisterm pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesias.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

Lembaga Kemasvarakatan Desa adalah iembaga yang dibenftuk oleh
masvarakat sesual dengan kebutuhan dan mertipakan mitra
pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desas.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya discbut
APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;.
Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat
Desas.

Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyal kegiatan
utama pertanian termasuk.pcngel::-laan sumber daya alam dengan
susunan fungsi kawasan sebagal tempat permukiman perdesaan,
pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan
ehonomi;.

Data adalah sekumpulan keterangan kuantitaif dan/atau kualitarif
vang diperolch secara langsung dari sumbernya yang dapaf
memberikan gambaran tentang potensi, perkembangan dan

permasalahan tertentu.
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2.

26.

27.

28,

Sistern Data dan Informasi adalah satu kesatuan keglatan yang
meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, penvajian, diseminasi
serta pelaporan data dan informasi desa berbasis teknologl
informasi vang disajikan dalam berbagai kemasan dan {formal
sestiai dengan perkembangan teknologi informast dat komunikasi
secara elektronik dan non elektronik,

Sistem Informasi Desa vang selanjutnya disebut SID adalah schuah
platform  teknologi  informasi yang berfungsi sebaga  alat
pengelolaan data, informasi, komunikasi dan peningkatan kualitas
layanan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan pengelolaan
sumber daya desa secara transparan dan akuntabel.

Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa
dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber
daya alam, sumber daya manusia, kelcmbagaan, prasarana dan
sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang
dihadapi desa dan kelurahan.

Potensi desa adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau
digunakan oleh desa baik sumber daya manusia, sumber dava
alam, kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk

mendukung percepatan kesgiahteraan masyarakat.

' Data Terpilah adalah data kuantitatif atau kualitatif vang

dikumpulkan dan disajikan berdasarkan jenis kelamin, penduduk
laki-laki dan perempuan atau anak laki-laki dan anak perempuan.
Data Kemiskinan adalah data yang menunjukkan tingkat
kemiskinan di suatu daerah berdasarkan parameter tertentu.
Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-
tanda yang mengandung nilai, makna, pesan, baik data. fakta,
maupun penjelasannya yang dapat dilinat, didengar, dan dibaca
vang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesual dengan
perkembangar  teknelogl  informas:  dan komunikasi secara
elektronik maupun non clektronik.

Teknologi Informasi adalah suatu leknik untuk mengumpulkan,
menylapkan, menyvimpan, MempIroscs, mengumuiikan,
menganalisis, dan/atau menvebarkan informasi,

Perangkat keras adalah komponcn pada komputer yang dapat
terlihat dan disentuh secara fisik.

Perangkat lunak atau program komputer adalah sckumpulan
instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema,

atauplin bentuk lain, vang apabila digabungkan dengan media vang
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32.

(1)

(2}

dapat dibaca dengan komputer akan mampu membual komputer
bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapal
hasil yang khusus, termasuk persiaparn dalam merancang instruksi
tersebut.

Internet adalah suatu jaringan komputer yang saling terhubung
antar komputer yang satu dengan komputer yang lainmiyva
menggunakan standar sistem global sebagai protokol pertukaran.
Intranst adalah satu jaringan yang menggunakan protokol internet
untuk berbagi informasi penting dalam lingkup lokal.

Forum Data adalah suatu forum vang dibeniuk di Tingkal
Kavnupaten, Kecamatan dan Desa yang memiliki tugas pokek fungsi
mengumpulkan, mengkonsolidasi, menyelesaikan masalah dan
menyepakati  penggunasn  dan pemanfaatan data untuk
pembangunan.

Supra desa adalah instans. penyelenggara pemerintahan yang
secara struktural berada diatas pemerintah desa  seperti

Kecamatan, Kabupaten dan seterusnya.

BAB I
RUANCG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

SID merupakan sistem infurmasi yvang diterapkan di Desa, sesual

dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh  Pemeriniah

Daerah dan dibangun secara terintegrasi.

Ruang lingkup vengembangan penerapan  5I0L schagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan pendayagunaan .

a. perangkat keras;

b, perangkat lunak; _

c. data desa dan informasi pembangunan desa dan kawasan
perdesaan;

d. layanan administrasi desa; dan

e. media komunikasi antara desa dengan supra desa dan

masvarakat.
Data desa dan informasi pembangunan desa dan kawasan
perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf ¢ antara
lain :

a. data profil desa;
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data perencanaan pembangunan desa;
data pelaksanaan pembangunan desa dan kawasan perdesaan;,

peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;

data ekonomi desa, penduduk miskin desa; dan

data/informasi terpilah lainnya  yang terkait dengan
penvelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan

pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

Pemmerintah Dacrah, Kecamatan dan Desa wajib mengembangkan

penerapan SID sebagaimana dimaksud pada ayat {2} secara

bertahap sesuai kewenangan, tugas pokok fungsi dan keslapan

sumber dava yvang dimiliki.

Pasal 3

Pengermbangan penerapan SID sebagaimana dimaksud dalaim Pasal

2 ayat {4} bertiyjuan :

.

menyediakan data desa, informasi pembangunan desa dan
kawasan perdesaan;

memudahkan perumusan kebijakan dan penyusunan program
bagi desa dan stakeholders terkait lainya, baik pemerintal,
swasta maupun masyarakat.

meningkatkan cfektifitas pelaksanaan prograni dan koeglatan
perabangunan desa dan kawasan perdesaan,

memudahkan akses informasi dan komunikas: antara
Pemerintah Desa dan masyarakat;

mempercepal proses, memngkatkan kualitas pelavanan dan
kesejahteraan masyarakat; dan

meningkatkan {(rasparansi dan akuntabilitas pelaksanaan

kegiatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

BARB III
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN 51D

Bapian Kesatu

Penigembangan SID di Daerah



(1)

(2]

4

Pasal 4

Pemerintah Daerah wajib mengembangkan penerapan SID sesual
dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Pengembangan penerapan 31D sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliput :

a. perangkal keras yang mencakup komputer, server, jaringan
intraned dan jaringan intemet,

b. perangkat lunak yang mencakup sistem operasi, data base
server, panduan penggunaan SID, tampilan 31D dan ruang
bngkup S1D;

c. sumber daya manusia vang mencakup pengelola dan tenaga
pelatih di Daerah, Kecamatan dan Desa; dan

d. konten SID yvang mencakup administrator system dan materi
informasi.

Pelaksanaan pengembangan penerapan 31D sebagaimana dimaksud

pada ayat {2) huruf a dan hurul b dikoordinasikan oleh

Diskominfo.

Pelaksanaan pengembangan penerapan SID sebagaimana dimaksud

pada ayat {2) hurul ¢ dan huruf d dikoordinasikan oleh

Dispermades.

Pelaksanaan pengembangan penerapan SI1D sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dan ayat {4) didukung oleh Dispendukcapil, Bappeda,

Dinas 3osial dan Perangkat Daerah lainnya sesuai kebutuban.

Pasal 5

Dalam rangka pengembangan penerapan SID sebagaimana dimaksudl

dalam Pasal 4 ayat {3} dan ayat (4), Perangkat Daerah sebagaimana

" dimaksud dalam Pasal 4 dapat mengalokasikan anggaran dari APBD

sesuai kebutuhan dan tugas pokok fungsi.

(1]

Bagian Kedua

Pengembangan S1D di Kecamatan

Pasal &

Kecamatan wajib mengembangkan penerapan SID di wilayahnyva

sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah.



(2)

(1}

(1}

(2]

(3)

Pengembangan penerapan SID  di Kecarmatan schagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. mengkoordinasikan pengembangan SID di wilayah kerjanya;

b. memfasilitasi pembinaan penerapan SID dan pengciolaanya;

c. melaksanakan pembinaan administrator  sistem selaku
Kelompok Kerja SII3;

d. melaksanakan pembinaan konten SID yang meliputi maleri data
desa dan informasi vang diperlukan dalam penerapan 51D dan

e. mengkoordinasikan konsolidasi pembentukan Forum Pyata di

tingkat Kecamatan dan desa.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan pengembangan penerapan 3ID di Kecamatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Camat menugaskan Kepala
Seksi  Tata Pemerintahan dibantu  Kepala Seksi Kecamatan
lainnya.

Untuk medukung kelancaran pelaksanaan mengembangkan SID

' sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, Kecamatan dapat

mengalokasikan anggaran dari APBD sesiial kebutuhan.

Bagian Ket:ga

Pengembangan dan Penerapan SID di Desa
Pasal 8

Pemerintah Desa wajib mengembangkan dan menerapkan SID
secara bertahap sesual kebutuhan dan sesuar dengan kebijakan
Femerintah Daerah.
Pengembangan dan penerapan SiD sebagamana dimaksud pada
avat {1 dilakukan secara terintegrasi, meliputi :
a. perangkat keras;
b, perangkat lunak;
bandundth intemet;
d. sumber daya manusia sclaku administrator system; dan
e. konten vang berisi data dan informasi desa yang periu
disajikan dalam SID sebagai hak publik.
Data dan informasi yang perlu disajikan dalam SID sebagaiinana

dimaksud pada syat (2) huruf ¢ meliputi data dan informasi yang



(4}

(6]

(1]

(2}

(3}

disajikan secara berkala setiap 6 bulan dan/atau sesual kelentuan

berlaku dan data/informasi yang perlu disajikan setiap saat.

Data dan informasi yang perlu disajikan secara berkala

sebagaimana dimaksud pada ayval {3} meliputi :

a. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa;

b. kegiatan pembangunan desa;

z. laporan keuangan desa;

d. data perkembangan desa; dan

c. data/informasi lainya yang perlu dipublikasikan secara berkala
sesuai ketentuan perundangan vang berlaku.

Informasi setiap saat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3}

meliputi :

4. data profil desa;

b. perencanaan pembangunan desa,

r. data pembangunan desa;

d. date hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa;
e. peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;

f. data penduduk miskin Desa; dan

g. data/informasi lainnva yang perlu dipublikasikan sesuai
kebutuhan ﬁ'lasyarakat dan ketentuan perundangan yang
berlaku.

Dalam. pengembangan dan penerapan 3iD sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Desa dapat bekerja sama dengap Pihak Kctiga vang

dinilai mampu.
Pasal 9

Untuk pelaksanaan kegiatan teknis pengembangan dan pencrapan
SID schagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat {2] buraf d,
dibentuk Kelompok Kerja {Pokja) SID sebagai administrator systein
vang diletapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Kelompok Kerja SID sebagaimana dimaksud pada ayat (I} diketua
oleh Sckretaris Desa, dibantu kepala 3Seksi dan Kepala Urusan
sesuai kebutuhan,

Untuk pelaksanaan pengembangan dan  penerapan 3D
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat [2)

dibebankan dalam APB Desa sesuail kebutuhan melalui mekanisme

yang berlaku.
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(2]

(3)

(4)

(5)

()

(7}

(1)

Bagian Keempat

Tata Cara Penerapan SID di Desa
Pasal 1C

Penerapan SID di Desa dapat diprakarsai oleh Pemerintah Desa
dan/atau melalui  penunjukan Supra Desa berdasarkan
pertimbangan terteniu.

Dalam hal penerapan SID diprakarsai oleh Pemerinitah  Desa
sebagaimana dimaksud pada avat (1), kepala Desa mcnhvampaikan
permohonan bimbingan pencrapan SID kepada Bupati melalui
Camat.

Camat, mengirimkan permohonan penerapan SID schagaimmeariy
dimaksud pada ayat {2) kepada Bupati melahu Kepala Dispermades
dengan tembusan kepada Kepala Diskominfo.

Berdasarkan permchonan penerapan SID sebagiamana dimaksud
pada ayat (3) Dispermades dan Diskominfo memfasilitasi bimbingan
dan pelatihan pericrapan SID.

Sesuai hasil bimbingan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada
ayat {4}, Desa berkewajiban memasukkan data dasar sccara manual
dalam bentuk offline.

Dispermades dan Diskominfo melakukan verifikasi data dasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memastikan kesiapun

1T

penerapan SID desa yang bersangkutan schelurmn tersambung

dengan jaringan internct:

Dalam hal hasil verifikasi cata dasar sebagaimana dimaksud pada
avat (6) dinilai valid, maka Diskominfo melakukan pemasangan SiD

vang tersambung dengan jaringan internet dalam bentuk orfine.

BAB IV
PENGELOLAAN SID

Bagian Kesatu

Crmum
Pasal 11

Pemerintah Dacrah, Kecamatan dan Desa wajib mengelola SID

sesiai kewenangan dan tugas pokok fungsi masing-masing.



{2}

(3)

(1)

2

3

)

{1]

Pengelolaan SID sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dilakukan
secara berjerijang, terus menerus dan berkelanjutan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan SiD
sebagnimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Forum Data sebagal
forum koordinasi, konsolidasi, validasi dan fasilitasi penyelesaian

masalah dan kesepakatan pemanfaalan data.

Bagian Kedua

Forum Data
Pasal 12

Forum data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat [3) dapat

terdiri dari Perangkat Daerah, instansi pemerintah, swasta dan

lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kebutuhan dan tingkatan

pemerintahan.

Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) IMEmPLIIVE]

tigas :

a. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengumpulan data;

b. mensinergikaﬁ, mendorong keterbukaan dan pemanfazalan dats
aleh semua pihak, dan

¢c. sebagai forum untuk membicarakan dan mencari solusi

terhadap persoalan data.

Penvelenggaraan Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan avat {2}, untuk Tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh
Kepala Dispermades, untuk Tingkat Kecamatan dikoordinasikan
oleh Sekretaris Kecamatan dan untuk Desa dikoordinasikan oich
Sekretaris Desa.

Data hasil pembahasan forum data sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] digunakan secbagai data bersama untuk perumusan
kehijukan dan penyusunan program kegiatan di  berbagai

tingkalan pemerintahan sesuai kebutuhan.
Pasal 13

Forum data Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

ayat [3) dapat terdiri dari Perangkat Daerah, instansi pemerintah,



(2)

(3)

(1)

@)

{1
(2

swasia dan lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kebutuhan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Forumm data Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayal (3) dapat terdin dari Unit pelaksana teknis Perangkat Dacrah
di wilavah kecamatan, instansi vertikal di wilayah kecamatan,
swasta dan lembaga kemasyarakatan lainnya sesual kebutuhan,
ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Forum data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3)
dapal terdiri dari Perangkat Desa, LPMD, KPMD, PKK, RT/RW dan
lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesual  kebutuhan,

ditetapkan dengan Kepurusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Tingkat Kabupaten
Pasal 14

Pengelolaan SID Tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh
Dispermades bersama dengan Perangkat Daerah terkait lainnya
sebagaimana dimaksud dalain Pasal 4 ayat {3} dan ayat {3).

Pengelolaan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1} meliputi
perumusan Kkebijakan, sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan.
pembinaan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan keglatan
pengembangan SID Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4.

Bagian Keempal

Pengelolaan Tingkat Kecamatan
Pasal 15

Pengelolaan SID Tingkat Kecamatan dikoordinasikan oleh Camat.

Dalam pelaksananya, pengelolaan SID  Tingkat Kecamatan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oieh
Kepala Seksi Tata Pemerintahan bersama dengan Kepala Selks
Kecamatan lainnya. Pengelolaan SID di Kecamatan schagammana
dimaksud pada ayat (1) meliputi proses perencanaan, pelaksanaan,

pembinaan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan



(1)

- i2)

pengembangan SID di wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6.

Bagian Kelima

Pengelolaan Tingkat Desa

Pasal 16

Pengelolaan SID tingkat desa dilakukan secara oriline maupun

offfine, dikoordinasikan cleh Kepala Desa.

Pengeiolaan SID sebagaimana dimaksud ayat (1) meliput1 proses

perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi atas

pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penerapan SID di Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang meliputi

a. pengelolaan perangkat keras yang mencakup kompuler dan
jaringan;

b. pengelolaan perangkat lunak yang mencakup aplikasi SID dan
aplikasi pendukung lainnya;

c. pengelolaan sumber daya manusia sebagai administrator sistem
atau Kelompok Kerja SID di desa; dan

d. pengelolaan konten yang berisi data desa dan informasi desa

vang perlu disajikan dalam pencrapan SID.

Paszal 17

(1} Dalam pelaksanaannya, pengelolaan SID di Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 secara teknis dilaksanakan oleh Kelompok

Kerja SID yang di ketuai oleh Sekretaris Desa, dibantu Kepala Seksi

dan Kepala Urusan sesuai kebutuhan.

Kelompok Kerja SID sebagaunana dimaksud pada ayat (1} mempunyai

tugas

a. mengumpulkan data;

b. memasukkan data;

c. memperbaharui data;
mempublikasikan data dan informasi;
memberikan respon atau tanggapan atas pertanyaan, masukan
dan segala bentuk komunikasi yang ada di 8ID; dan

f. melaksanakan tugas lain vang berkaitan dengan pengelolaan 510



(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja SID sebagaimana

dimaksud pada avat (2) bertangzung jawab kepada Kepala Desa.

BAB V
HAK DAN KEWA.JIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pemerintah Dacrah

Paragraf 1

Hak Pemerintah Daerah

Pasal 18

Pemerintah Daerah melalui Dispermades berbak :

o, menyusun kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan

SiD di Daerah,
k. menyusun perencanaan dan mengambil langkah-langkah tekius

strategis untuk pelaksanaan pengembangan, penherapan e

pengeclolaan SID di Daerah;,

o. melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluas
atas pelaksanaan pengembangan, penerapan dan pengelolaan SID di
Daerah; dan

d. melaksanakan kegiatan lain vyang diperlukan untuk efektivitas

pelaksanaan pengembangan 3ID di Dacrah.
Paragrafl 2
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 19

(1) Pemerintan Daerah melalui Dispermades dalam penerapan SID
| berkewajiban :
a. mengkoordinasikan pengembangan, pcnerapan dan pemanfaatan
SID di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
b. membina pengelolaan SID di tingkat Kabupaten, Kecamalan dan

Desa,



.

d.

menyusun standar operasional prosedur dan tata cara pencrapan

SiD: dan
memberikan informasi yang diperlukan desa melalui 51D.

(2) Informasi yang diperlukan Desa melalyi 81D sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d antara lain berupa :

a.

rencana kerja Pemerintah, Pemecrintah Provinsi Jawa Tcngah dan
Pemerintah Daerah;

inforrnasi rencana Dana Desa dan Alokasi Dana Diesal

informasi bagian bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Dacrah
untuk Lwesa;

baptuan keuangan yvang bersumber dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Duerah Provinsi Jawa Tengah dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (irobogan, dan
informasi lainnya yang dipandang pertu sesual  kerenfuan

perundangan yang berlaku.

(3) Pemerintah Daerah melalw Diskominfo dalam penerapan  SiD

berkewajiban :

2.

mengkompilasi Data Desa menjadi data hasil kompilasi yang lcbih
komprehensif dan menginformasikan kepada Desa;
mengembangkan 310

mengembangkan jaringan internet seeara lebih merata;
mengintegrasikan SID dengan sistem informasi vang ada

Daerah; dan
mengelola sistem  teknologi informasi untuk mendukung

pengembangan dan fasilitasi penerapan SID di Desa.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pemerintah Kecamatan

Paragraf 1

Hak Perncrintah kecamatan

Pasal 20

Pemerintah Kecamatan berhak ;

a.

melakukan sosialisasi kebijakan dan petunjuk tcknis pelaksanaan

pengembangan SID di wilayahnya;



{1}

(2)

menvusun  rencana dan  mengambnl langkah-langkah teknis
strategis untuk pelaksanaan pengembangan, Ppenerapa dan
pengelolaan 81D di wilayahnys;

melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan
evaluasi atas pelaksanaan pengembangan, pencrapan  dan
pengelolaan SID di wilayahnya; dan

melaksanakan kegiatan lain vang diperlukan untuk efcktivitas

pelaksanaan pengembangan SID di wilayahnyva.

Paragraf 2

Kewajiban Pemerintah Kecamatan

Pasal 21

Pemerintah Kecamatan dalam penerapan SID berkewajiban :

a.

mengkoordinasi pengembangan, penerapan dan pemanfaatan S0
di1 wilayahnva;

mendorong pengembangan dan penerapan SID di wilayahnya;
memberikan pembinaan dan fasilitasi atas pengelolaan  dan
penerapan SID di wilayahnya;

pembinaan administrator system selaku Kelompok Kerja S,
pembinaan konten SID yang meliputi materi data desa dan
informasi vang diperlukan dalam pencrapan SID;

melakukan koordinasi dan konsolidasi pembentukan forum data
di Kecamatan dan desa.

memberikan informasi vang dipertukan desa dalam penerapar
SID: dan

memberikan saran masukan untuk pengembangan penerapan

SID di wilavahnyva.

Informasi yang diperlukan desa melalui SID sebagaimana dimaksud

pada avat {1) huruf g dapat meliputi antara lain :

d.

rencana kerja Pemerintah, Pemerinah Provinsi Jawa Tengah dan

Pemerintah Daerah;

informasi rencana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;

informasi bagian bagi hasil pajak Dacrah dan retribusi Daerah
untuk Desa,

bantuan keuangan vang bersumber dari Anggaran Pocndapatan
dan Belania Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Dacrah Kabupaten Grobogan; dan



e. informasi lainnya vang dipandang perlu sesual ketentuan

perundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pemeritah Desa

Paragral 1
Hak Pemerintah Desa

Pasal 22

(1} Dalam penerapan SID, Pemerintah Desa berhak :
a. mendapatkan informasi dari Pemerintah Daerah dan kecamatan,
b. mendapalkan pembinaan dari Pemerintah Daerah dan Kecamalan,
c. memberikan masukan kepada Pererintah Daerah dan Kecamatan
untuk perbaikan pengembangan SID;
d. mengangkat dan memberhentikan petugas pengelola 51D di desa;
(2) Informasi dari Pemerintah Daerah dan Kecamatan sebagaimana

dimaksud datam ayat (1) huruf a, antara lain :

a. rencana kerja Pemerintah, Pemerintah Provinsl Jawa Tengah dan

Pemerintah Daerah;

b. informasi rencana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;

c. informasi bagian bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Dacrah
untuk Desa; dan

d. bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatun
dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan.

Paragral 2

Kewajtban Pemerintah Desa
Pasal 23

(1} Pemerintah Desa dalam penerapan SID berkewajiban :
a. mengelola SID dengan baik sesual ketenluan peraiuran

perundang-undangan yang berlaku;

b. menyediakan dan memelihara perangkat pendukung 51D;



mengumpulkan, menyusun dan menyampaikan data dan
informasi ke dalam SID secara berkala danjatau setiap saat
dengan akurat;

meningkatkan kemampuan pengelela dan kualitas pengelolaan
S1D; dan

memberikan respon atau tanggapan atas pertanyaarn, masukan

dan scgala bentuk kemunikasi yang ada di SID.

(2) Informasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf ¢

meliputi informasi yang wajib diumumkan paling sedikit setiap enam

(6) bulan sekali dan/atau sesuail Kketentuan peratluran perundang-

undangan antara lain

a.
b
C.
d

.

laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa;

kepiatan pembangunan Desg;

laporan keuangan Desa;

data barkembangan Desa; dan

dala/informasi lainya vang perlu dipublikasikan secara herlkala

sesual ketentuan perundangan vang berlaku.

(3] Informasi setiap saat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢

antara lain :

a.
b,

o o

Lo}

data profil Desa,

perencanaan pembangunan Desa;

hasil pembangunan Desa;

peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa;

data penduduk miskin Desa; dan

data/informasi lainnya yang wajib dipublikasikan  sesual

ketentuan peraturan perundang-undangan..

{4) Informasi yang wajib disediakan dan tersedia setiap saat sehagaimana

dimaksud pade ayat (3) harus bisa diakses dan/alau diberikan

langsung kepada masyarakat dan/fatau pemangku kepentingan

lainnyva.

cl.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini bertaku :

Desa vang sudah mengembangkan penerapan SID dapat terus

melanjutkan pengembangan penerapan SID dimaksud scpanjang

sesuaj dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini;



b. pengembangan penerapan S10 yang belum sesual  wajib
disesuaikan dengan Peraiuran Bupati ini secara bertahap; dan
c. seluruh desa di Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan

SID sesuai Peraturan Bupati ini paling lambat akhir tahun 2018.

BAB VLI
PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan pcnempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di : Purwodad:
pada tangeal 26 Juli 2017
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